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PENUTUP

A. Kesmpulan:

Dari pembahasan yang telah diurakan mengenai peranan BAPAS dalam

pel aksanaan

sistem pemasyarakatan terhadap pembimbingan klien

pemasyarakatan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembimbingan Klien Masyarakat dilakukan dengan cara .

Teknik pembimbingan yang terdiri dari :

a

g

Teknik wawancara atau interview meliputi

1. Teknik wawancara secara bebas.

2. Teknik wawancara secara mendalam.

Teknik-memanggil untuk |apor-diri

Teknik kunjungan rumah (home visit).

Teknik dengan melakukan questioner atau daftar pertanyaan.
Teknik dengan memakai dokumentasi.

Teknik komunikas.

Teknik observasi.

2. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibagi menjadi dua bidang

yaitu :

Pembinaan kepribadian terdiri dari :

1. Pembinaan kesadaran beragama

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
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8.

o

Pembinaan keterampilan intelektual
Pembinaan kesadaran hokum.
Pembinaan kehidupan sosial.
Pembinaan kemandirian

Latihan keterampilan

Latihan kerja

Pemberian modal

10. Penyaluran tenaga kerja
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3. Kendala yang biasanya dihadapi oleh petugas kemasyarakatan dalam

mel aksanakan proses pembimbingan adalah :
1

2.

Alamat klien tidak jelas.

Keluarga terkadang tidak ada di-tempat untuk kunjungan rumah

(home visit)

Keterbatasan sarana atau prasarana yang menyangkut pembiayaan,

akomodasi, transportasi;

Jarak tempuh ke |okasi yang akan dituju relatif jauh

Sulit memperoleh data anak yang akurat terutama anak jalanan,

anak terlantar karenaterkadang anak tersebut tidak tahu bacatulis,

Kurangnya tenaga Pembimbing Kemasyarakatan baik dari segi

jumlah dan juga tenaga tehnik yang mempunyal kemampuan dalam

hal mencari data atau yang sudah dapat turun ke lapangan.

Keluargatidak mendukung.
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8. Klien Pemasyarakatan dikucilkan oleh masyarakata sekitar tempat

tinggalnya

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kenyataan yang ada penulis dapat memberikan

saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk dapat mencapa keberhasilan usaha . BAPAS daam
pembimbingan klien pemasyarakatan yang menjalani - pembebasan
bersyarat akan tercapa apabila oleh petugas pembimbing
kemasyarakatan yang cakap dan dapat mengayomi Klien yang
dibimbingnya. Juga pembimbing kemasyarakatan masih harus
memerlukan pendidikan dan latihan guna untuk mendukung tugasnya
sebaga pembimbing kemasyarakatan.

Selain itu, dalam pembimbingan klien pemasyarakatan harus ada
dukungan dan partisipasi dari masyarakat, agar dalam pembimbingan
petugas lebih mudah mengararahkan para klien untuk lebih
berkembang.

Agar masyarakat juga diberi penjelasan tentang tugas, wewenang
BAPAS guna menginformasikan usaha-usaha dan keberhasilan sistem
pemasyarakatan sehingga masyarakat mengerti dan mendukung sistem
pemasyarakatan. Agar masyarakat diberi pengertian bahwa Kklien
pemasyarakatan bukan sgja obyek melainkan juga subyek yang tidak

berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan
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kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak
harus diberantas, tetapi yang harus diberantas adalah faktor-faktor
yang dapat menyebabkan klien pemasyarakatan berbuat hal-ha yang
bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-
kewajiban sosia lain yang dapat dikenal pidana, pembimbingan adalah
upaya untuk menyadarkan klien pemasyarakatan agar menyesali
perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat
yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral,
sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan maysarakat yang
aman, tertib, dan damai.

Selain itu juga agar sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk
mengembalikan Klien Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga
bertujuan_untuk-melindungi masyarakat terhadap diulanginya tindak
pidana oleh Klien Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan
bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila

Meskipun sistem pemasyarakatan telah dilaksanakan, tetapi berbagai
perangkat hukum yang secara forma masih melandasinya masih
berasa dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem
kepenjaraan. Oleh karena itu, praktek pemasyarakatan yang baru
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

. Perlu penambahan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang

merupakan tenaga ahli dibidang pemberian pelatihan kerja, agar dapat
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memberikan pembinaan Klie Pemasyarakatan secara optimal, sehingga
pembinaan Klien Pemasyarakatan tidak hanya berpatokan pada

petugas sgja, melain

itangani oleh tenaga ahli dibidangnya

as untuk membina Warga
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